BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dalam melaksanakan penatakelolaan keuangan
membutuhkan suatu badan pengawas daerah untuk meminimalisir
penyimpangan pengguna keuangan negara yang dilakukan pihak-pihak
tertentu. Adannya pengawas ini, pemerintah diharapkan menghasilkan
laporan hasil audit yang berkualitas sehingga salah satu tuntutan masyarakat
untuk menciptakan good governance dan clean governance dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terlaksana.

Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup
besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk
penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu
pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang
merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi
penggunaan dana bisa di pertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan
pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas,
karena jika kualitas audit sektor publik rendah, akan memberikan
kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan
penggunaan anggaran.

Salah satu tujuan adanya audit sektor publik adalah mencegah

terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja



yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud
auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman
pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia
(IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar
pelaporan. Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode
etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan
kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar
teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Hasil audit internal yang berkualitas menunjukkan pengawasan dan
pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Apabila
kualitas audit internal rendah, akan memberikan kelonggaran lembaga
pemerintah untuk melakukan kesalahan dan penyimpangan penggunaan
anggaran yang mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparat
pemerintah.

Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. Sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota
mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan
dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian dan

penilaian tugas pengawasan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk



melakukan penelitian tentang pengaruh faktor-faktor pengalaman kerja,
independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi terhadap peningkatan
kualitas hasil audit.

Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Paragraf ketiga
SA seksi 210 menyebutkan: Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada
suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai
seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Keahlian dalam
bidang akuntansi dan auditing ini dapat dicapai melalui pendidikan formal
yang dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman dalam tugas melakukan
pengauditan (SPAP: 2011).

Untuk melakukan tugas pengauditan auditor memerlukan pengetahuan
pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang auditing,
akuntansi dan industri klien. Pengalaman kerja seseorang dapat
mempengaruhi  kualitas hasil pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat
pengalaman seseorang, hasil pekerjaan yang dihasilkan akan semakin bagus.
Hal ini dapat dijadikan rekomendasi bahwa semakin lama masa kerja yang
dimiliki oleh seorang auditor akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan
(Masrizal, 2010 dalam Sujana 2015: 3).

Mulyadi (2002: 25) jika seorang memasuki karier sebagai akuntan
publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan
akuntan senior yang lebih berpengalaman. Bahkan agar akuntan yang baru

selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan



teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja
sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di
bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi
akuntan publik (SK Menteri Keuangan No.43/KMK.017/1997 tanggal 27
Januari 1997).

Seorang auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah
dipengaruhi, karena seorang auditor melaksanakan pekerjaannya untuk
kepentingan umum. Auditor harus bersikap jujur kepada menajemen, pemilik
perusahaan, kreditur, dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas
laporan auditor independen (SPAP: 2011).

Mulyadi (2002:9) mendefinisikan independensi sebagai keadaan bebas
dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada
orang lain dan akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang
tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal
dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya
dalam pemeriksaan. Penelitian mengenai independensi sebelumnya pernah
dilakukan oleh Linting (2013) yang menyatakan bahwa independensi
berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
bersikap obyektif merupakan cara berpikir yang tidak berpihak, jujur secara
intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan. Obyektivitas diperlukan

oleh seorang auditor agar mampu bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan



ataupun permintaan dari pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit
(Sukriah dkk., 2009).

Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara
tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai
kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Prinsip integritas
mengharuskan auditor untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur
kejujuran, keberanian, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun
kepercayaan guna memberi dasar dalam mengambil suatu keputusan yang
dapat diandalkan (Pusdiklatwas BPKP, 2008:21). Integritas mengharuskan
seorang auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus
mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik
tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi (Mulyadi, 2002:57).
Penelitian sebelumnya yang dilakukan Carolita dan Rahardjo (2012)
menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga
semakin tinggi integritas seorang auditor maka semakin baik kualitas audit
yang dilakukannya.

Halim (2008:49) menyatakan standar pertama menuntut kompetensi
teknis seorang auditor yang melaksanakan audit. Kompetensi ini ditentukan
oleh tiga faktor yaitu: 1) pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu
perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor, 2) pelatihan yang bersifat
praktis dan pengalaman dalam bidang auditing, 3) pendidikan profesional
yang berkelanjutan selama menekuni karir auditor profesional. Penelitian

mengenai kompetensi pernah dilakukan sebelumnya. Taufiq Efendy (2010)



hasil penelitian menunjukkan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit
aparat Inspektorat.

Menurut peraturan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara mengamanatkan, Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara, Menteri Keuangan selaku pemegang sebagian kekuasaan
pengelolaan keuangan negara, para menteri/pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran, dan para gubernur/bupati/walikota selaku pengelola
keuangan daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah. Penyusunan
laporan keuangan juga merupakan salah satu wujud nyata dari transparansi
dan akuntabilitas.

Ukuran kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan ditunjukkan dari
opini yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK RI) atas penyajian laporan
keuangan pemerintah. Hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012-2014 di wilayah Provinsi
Jawa Tengah menunjukkan, terdapat beberapa pemda yang sudah
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualiandan sebagian Pemda
memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian. Opini atas LKPD Tahun
Anggaran 2012-2014, relatif menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Beberapa LKPD yang meraih predikat wajar tanpa
pengecualian adalah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten

Jepara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kudus,



Kota Semarang dan Kota Surakarta. Selain itu Kabupaten Karangayar juga
mendapatkan  predikat wajar tanpa  pengecualian dari BPK-RI
(www.bpkp.go.id).

Pemeriksaan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK.
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK).
Hasil pemeriksaan keuangan adalah pernyataan opini tentang tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah
pusat atau daerah. Hasil rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada
tahun 2012 dengan tahun 2014 di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, bahwa BPK memberikan opini
wajar tanpa pengeculian kepada Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan
Kabupaten Boyolali (Solopos.com).

Penelitian ini merupakan replikasi dari Wiratama dan Budiartha (2015)
dengan waktu dan objek yang berbeda dengan menambahkan variabel
obyektifitas, integritas dan kompetensi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul: PENGARUH PENGALAMAN KERJA,
INDEPENDENSI, OBYEKTIFITAS, INTEGRITAS, DAN

KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah:

l.

Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil
audit pada lingkungan pemerintah daerah?

Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit
pada lingkungan Pemerintah Daerah?

Apakah obyektifitas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit
pada lingkungan pemerintah daerah?

Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada
lingkungan pemerintah daerah?

Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada

lingkungan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas

hasil audit pada lingkungan pemerintah daerah.

2. Untuk menganalisispengaruh independensi auditor terhadap kualitas hasil

3.

audit pada lingkungan pemerintah daerah.
Untuk menganalisis pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas hasil

audit pada lingkungan pemerintah daerah.



4. Untuk menganalisis pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil
audit pada lingkungan pemerintah daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas hasil

audit pada Inspektorat lingkungan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang auditing
dan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman
kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi dalam
kualitas hasil audit.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi inspektorat dan Perangkat Daerah
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memahami variabel-variabel yang
berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pemeriksaan sebagai bahan
kajian dan evaluasi dalam melaksanakan tugas ke inspektoratan
sehingga hasil audit dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.
b. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan
cakrawala berfikir mengenai variabel-variabel yang berpengaruh

terhadap kualitas hasil audit



10

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan agar dijadikan referensi dalam

melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui

keterbatasan-keterbatasan yang ada.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam

penulisan skripsi ini, perlu juga dibuat sistematika penulisannya, yaitu:

BAB1

BAB II

BAB III

: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian,
perumusan masalah, tujuan dan  manfaat penelitian, serta

sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil
penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran serta perumusan

hipotesis.

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan mengemukakan mengenai jenis penelitian,
populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional

dan pengukuran variabel, metode analisis data.



BAB IV

BAB YV
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: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan
pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen.

: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan
penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian

yang serupa di masa yang akan datang.



